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Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perempuan Kemen PPPARatna Susia-
nawati mengungkapkan, naskah
rekomendasi kebijakan tersebut sangat
diperlukan khususnya bagi Indonesia
dalam menyambut ageing society.

“Saat ini Indonesia berada di masa
transisi demografis yang signifikan, di
mana populasi Indonesia mulai meng-
alami perubahan dari kelompok usia
produktif menuju penuaan penduduk.
Badan Pusat Statistik (BPS) mem-
proyeksikan peningkatan persentase
penduduk berusia 60 tahun ke atas
sebesar 9,6 persen pada 2020 menjadi
sekitar 19,9 persen pada tahun 2024,”
kata Ratna, Selasa (15/10).

Hal tersebut harus menjadi perha-
tian bersama, terang Ratna, khususnya
bagi perempuan. Di mana perempuan
perlu menjadi isu prioritas dalam ber-
bagai dimensi kehidupan agar dapat
terus berdaya dan hidup dengan se-
jahtera di masa lansia.

Ratna mengatakan, salah satu faktor
penting bagi perempuan berdaya yaitu
memiliki kualitas hidup baik. Upaya
meningkatkan kualitas hidup perem-
puan  dengan mengetahui pengalaman
hidup mereka secara keseluruhan.
Pengalaman hidup berperan penting

dalam membentuk kualitas hidup sese-
orang, karena memiliki pengaruh lang-
sung maupun tidak langsung terhadap
kesehatan mental, kesejahteraan emo-
sional, dan kemampuan individu dalam
menghadapi tantangan hidup. 

“Kualitas hidup perempuan dari lahir
hingga tua dipengaruhi berbagai
macam faktor dari kondisi sosial, ekono-
mi, pendidikan, kesehatan, dan budaya
di lingkungan tempat tinggalnya.
Faktor-faktor tersebut tentunya akan
memengaruhi sepanjang perjalanan ke-
hidupan perempuan sejak dalam kan-
dungan hingga akhir hayatnya, dan
tentunya juga pasti mengalami fluktu-
atif tergantung pada situasi kehidupan
yang dihadapi perempuan,” ujarnya. 

Bagi perempuan yang diberikan
umur panjang hingga memasuki kate-
gori lansia, kata Ratna, dengan penga-
laman hidup yang semakin banyak ju-
ga semakin rentan mengalami penu-
runan kualitas hidupnya secara priba-
di. Karena itu, diperlukan suatu kajian
dan pendekatan fokus, dan menggali
lebih dalam terkait akses kesejahteraan
sosial perempuan lansia agar tetap pro-
duktif dan berdaya sesuai kapasitas.

Kualitas Hidup

DEPUTI Bidang Kebijakan

Pembangunan BRIN Mego Pinandito
menegaskan, tujuan penyusunan
naskah rekomendasi kebijakan tentang
kualitas hidup pada akses kesejahtera-
an perempuan lansia, untuk
memetakan kebijakan, program, dan
kegiatan berkaitan kualitas hidup
perempuan dengan pendekatan siklus
hidup manusia, dan akses keseja-
hetraan sosial pada perempuan lansia
untuk mengidentifikasi kebijakan pro-
gram kegiatan yang masih perlu diopti-
malkan dan masih perlu dilakukan. 

“Naskah rekomendasi kebijakan ini
sebagai pemantik bagi para pengambil
kebijakan untuk menyempurnakan sis-
tem akses kesejahteraan sosial perem-
puan lansia. Seperti peningkatan pelin-
dungan sosial, jaminan pendapatan
dan kapasitas individu. Kedua, pening-
katan derajat kesehatan dan kualitas
lanjut usia. Ketiga, membangun masya-
rakat dan lingkungan ramah lanjut
usia. Lalu, penguatan kelembagaan
pelaksana program kelanjutusiaan.
Dan penghormatan, pelindungan, dan
pemenuhan terhadap hak lanjut
usia,‚Äù tutur Mego. 

Deputi Bidang Koordinasi Pening-
katan Kualitas Anak, Perempuan dan
Pemuda Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro
Srihastuti Sulistyaningrum,   menga-
presiasi Kemen PPPA dan BRIN atas
kontribusi luar biasanya dalam mem-
persiapkan perempuan Indonesia me-
nuju ageing society melalui naskah
rekomendasi kebijakan kualitas hidup
perempuan. 

“Naskah rekomendasi kebijakan ini
sejalan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045,
yakni mewujudkan transformasi sosial
untuk meningkatkan kualitas kehidup-
an manusia pada seluruh siklus kehi-
dupan dan menciptakan masyarakat
yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif.
Saya berharap naskah rekomendasi ke-
bijakan ini mampu menjadi katalisator
bagi pemerintah, pemangku kepenting-
an lainnya dan masyarakat dalam
merumuskan dan melaksanakan kebi-
jakan yang efektif untuk meningkatkan
kualitas hidup perempuan dan kesejah-
teraan sosial perempuan lansia di
Indonesia,” ujar Woro. (Ati)-d

KEMEN PPPA DAN BRIN 

Rekomendasi Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan 

KR-Rini Suryati

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Ratna

Susianawati tengah (kerudung biru).

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama dengan Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berhasil merumuskan dan
menyusun naskah rekomendasi kebijakan yang komprehensif
dan berorientasi pada hak-hak perempuan, sebagai upaya
meningkatkan kualitas hidup perempuan dan memastikan ak-
ses kesejahteraan sosial bagi perempuan lanjut usia (lansia).

Tanya:
Saya ASN. Belum menikah. Berteman dekat dengan laki-laki ASN. Dia masih terikat perka-

winan, namun selalu bilang sedang proses perceraian. Hubungan kami sudah berjalan setahun
lebih.  Berjalannya waktu hubungan kami merenggang  dan janji akan menikahi tidak ditepati.
Belakangan saya ketahui dia kembali kepada istrinya. Saya sungguh sakit hati. Saya merasa
tertekan dan depresi. Saat ini masih mengonsumsi obat penenang dan  terindikasi IMS (Infeksi
Menular Seksual). Apakah saya bisa menuntutnya  untuk menikahi saya. Kalau tidak bersedia
apakah dapat dilaporkan polisi? Kiki, Yogya

Jawab:
Kami sangat prihatin dengan kejadian Anda.  Banyak kasus seperti ini. Dalam kasus ini, sta-

tus sebagai ASN terikat peraturan disiplin Pegawai Negeri,  belum lagi aturan-aturan turunannya
yang berlaku pada tingkat instansi masing-masing. Yang menjadi tuntutan Anda nampaknya
sesuatu yang sulit atau tidak mungkin dilakukan, karena statusnya sebagai ASN, dan  masih
terikat pernikahan yang sah dengan perempuan lain.  Untuk tuntutan yang lain silakan
kumpulkan semua bukti yang dimiliki dan silakan ke Kantor LBH Apik Yogya. (*)-d

Janji Dinikahi

MENTERI PPPA

Teruskan Perjuangan Perempuan dan Anak
MELANJUTKAN perjuangan dalam

mewujudkan hak-hak perempuan dan anak di

Indonesia, siap dilakukan Menteri Pemberda-

yaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Arifatul Choiri Fauzi.

KemenPPPA akan terus menjadi garda ter-

depan dalam memperjuangkan hak-hak

perempuan dan anak.

ÒSaya menyadari, tantangan yang dihadapi

bangsa ini masih besar, banyak perempuan

yang terpinggirkan, anak-anak yang tidak

memperoleh hak-haknya, dan kekerasan

yang masih terjadi. Namun, dengan dukung-

an berbagai pihak, saya yakin semua tan-

tangan tersebut dapat diatasi. Saya berjanji

akan bekerja keras dengan segenap kemam-

puan, bekerja sama dengan seluruh elemen

masyarakat,Ó ujar Arifatul.

Menurut alumni UIN Sunan Kalijaga Yogya-

karta itu, perempuan adalah pilar bangsa.

Jika ia baik, maka baiklah negara. Jika ia

rusak, hancurlah negara. ÒKarena itu, mari ki-

ta bersama-sama memperkuat pilar bangsa

melalui pemberdayaan perempuan dan per-

lindungan anak, demi masa depan Indonesia

yang lebih baik. Kita mulai perjalanan baru ini

dengan semangat  tinggi, tekad kuat, dan doa

tulus,Ó katanya. 

Arifatul satu dari sedikit menteri perempuan

di Kabinet Merah Putih. Sebelum ditunjuk se-

bagai menteri, Arifatul merupakan Wakil

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN)

Prabowo - Gibran pada Pilpres 2024.

Perempuan yang lahir di Madura 28 Juli 1969

ini juga aktif sebagai anggota Komisi

Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama

Indonesia (Infokom MUI). 

Juga sekretaris umum Pengurus Pusat Mu-

slimat Nahdlatul Ulama. Pernah menerbitkan

sebuah buku berjudul Kabar-kabar

Kekerasan dari Bali. Buku ini menyoroti

bagaimana peran media massa dalam pem-

beritaan peristiwa bom Bali.

Pendidikan Berkualitas

WAKIL Menteri Pemberdayaan Perem-

puan dan Perlindungan Anak (PPPA)Veronica

Tan menyampaikan, dalam menjalankan tu-

gasnya akan fokus pada upaya preventif.

Terutama dalam mengedukasi perempuan

dan anak-anak. Ia menekankan pentingnya

kemandirian perempuan dan pendidikan

berkualitas bagi anak-anak dalam meng-

hadapi berbagai tantangan di masa depan.

ÒSaya ingin Ibu-ibu di Indonesia tidak hanya

memiliki anak, juga memikirkan kualitas pen-

didikan mereka ke depan. Hal ini penting agar

mereka bisa membesarkan anak yang

berkualitas, bukan sekadar kuantitas. Perem-

puan juga harus bisa mandiri, apalagi jika ada

pendamping, mereka bisa saling membantu,Ó

ungkap Veronica.

ÒNamun yang utama adalah perempuan

bisa berdiri sendiri dalam segala situasi. Saya

akan mendukung semua program yang su-

dah dijalankan Menteri PPPA dan berkoordi-

nasi dengan semua pihak terkait, tugas ini

membutuhkan kerja sama semua pihak untuk

menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi

perempuan dan anak-anak di Indonesia,Ó

tambahnya. (Ati)-d


